
 

 
 

 
 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR 14  TAHUN 2012 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

Menimbang     a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketaatan, keteraturan, 
keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan 
keindahan lingkungan pemerintahan dan masyarakat dalam 

tataran kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat  
diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban umum  di Kabupaten        
Hulu Sungai Tengah;  

 b. bahwa penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum 

menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf  b perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan  Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat. 

 

Mengingat    :  
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959  tentang penetapan 

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953  tentang  
pembentukan Daerah  Tingkat II  di Kalimantan sebagai 
Undang- Undang   ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820 ); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 

3209 ); 
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886 ); 

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4168 ); 
5. Undang-undang Nonor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak ( Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia 
Nomor 4235 ); 

 
 
 

 
 

 
 



 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Kindonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lebaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;  

7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4444 ); 
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4635 ); 

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas 
dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025 ); 

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059 ); 
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234 ); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara 
Repblik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428 ); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4427 ); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 9 );  
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 

tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi 
Pamong Praja; 

 

 
 
 

 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan 
Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja; 

19. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 
tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan 

Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Tahun 2006 Nomor 21 ). 

  
 
 

Dengan Persetujan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 
dan 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG KETERTIBAN 
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 

 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah. 
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol.PP 

adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
yang merupakan bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam 
Penegakan Peraturan Daerah dan  Penyelenggaraan Ketertiban 

umum dan Ketenteraman masyarakat. 
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol.PP sebagai Aparatur 

Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan 
ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. 

7. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu 

keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan 
tenteram, tertib dan teratur. 

8. Batas Daerah adalah batas wilayah administratif yang secara riil di 
tetapkan oleh pejabat yang berwenang yang membatasi antara 

wilayah antar Kabupaten, antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan 
dan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah. 

9. Aset Daerah adalah semua barang baik yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak yang merupakan kekayaan yang di miliki oleh 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
10. Tanah adalah lahan atau areal yang memiliki batas dan luasan yang 

jelas yang di kuasai atau di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah. 
 
 

 



11. Bangunan adalah suatu gedung atau konstruksi atau infra srtuktur 

yang nampak berdiri di atas tanah/lahan tertentu. 
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya 
yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan 
tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta diatas permukaan air. 
13. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas 

umum. 
14. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan 

usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk 

kepentingan sendiri. 
15. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan 

jalan. 
16. Lalulintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang 

terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan 
angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, 
kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolanya. 

17. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalulintas 
jalan. 

18. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang 
lalulintas jalan. 

19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
kendaraan bermotor,dan kendaraan tidak bermotor. 

20. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin. 
21. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan 

oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 
22. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung 

maupun tidak langsung. 
23. Ketertiban Lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan 

berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak 
dan kewajiban setiap pengguna jalan. 

24. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang 

digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta 
perpindahan moda angkutan. 

25. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak 
untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 

26. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai dengan rencana 
tataruang wilayah yang diperuntukkan penataan dan 
pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

27. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang 
terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan 
serasi, indah dan lestari dengan menggunakan material taman, 

material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal 
penyerapan air. 

28. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk 
kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua 

gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah, Gedung perkantoran umum, Pasar, Mall dan pusat-

pusat perbelanjaan. 
 
 

 
 
  

 
 



 

 
 

 
 

29. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komonditer, badan 

usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, 
persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau 

lembaga dan bentuk usaha tetap. 
30. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukkan, 

permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh 

setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk 
menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang 
disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut 

bayaran. 
31. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, 

pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, 
atau asap, akibat dari pembakaran segala macam kimia yang dapat 
menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap 

lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati. 
32. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik 

orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta 
izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, 
penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam 

keselamatan jiwa manusia. 
33. Gelandangan adalah orang yang hidup bergelandangan atau orang 

yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. 

34. Anak dibawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 18 
Tahun. 

35. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di 
jalanan atau tempat umum 4 ( empat ) jam sehari dalam kurun 
waktu satu bulan yang lalu. 

36. Pengemis adalah orang dewasa, anak-anak, atau anak-anak yang 
dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengaharapkan belas 

kasihan orang lain dengan berbagai cara. 
37. Pelacur adalah seseorang baik laki-laki  maupun perempuan 

termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar 

pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan 
jasa. 

38. Pengamen adalah seseorang yang melakukan kegiatan seni dengan 

cara berpindah-pindah di tempat-tempat umum yang langsung 
seketika langsung meminta imbalan. 

39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut 
PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah. 

 

 
Pasal 2 

 
 

Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 meliputi 
a. tertib batas wilayah 

b. tertib penggunaan dan pemanfaatan aset daerah 
c. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai 
d. tertib pemanfaatan ruang dan lahan 

e. tertib jalur hijau ,taman dantempat umum 
 
 

 
 


